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Kristalina Georgieva, IMF Managing Director pada tanggal 14 April 2022 di
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https://www.boyyendratamin.com/2011/10/reforma-agraria-sebagai-jalan-keadilan.html
https://www.youtube.com/watch?v=Pe2kQE63ak8
https://www.youtube.com/watch?v=awFF399oMSo
https://www.youtube.com/watch?v=mhxRDd3I6nY
https://www.youtube.com/watch?v=FoHsVB-0Lqk.Dilihat
https://www.youtube.com/watch?v=6FSKNVRdWek
https://www.babe.news/a/7101161237139948033?app_id=1124&c=wa&gid=7101161237139948033&impr_id=7101180356229646594&language=id&region=id&share_desc_type=two_special&user_id=6753987756995789825&user_id=0
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Washington DC mengatakan : “To put it simply: we are facing a crisis on top of a
crisis. First, the pandemic.....Second, the war: Russia’s invasion of Ukraine,
devastating for the Ukrainian economy, is sending shockwaves throughout the
globe. .... And for the first time in many years, inflation has become a clear and
present danger for many countries around the world.”

https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/view/38354

https://intercontinentalcry.org/the-power-of-community-how-cuba-survived-peak-oil/

https://m.tribunnews.com/nasional/2022/07/16/pejabat-bpn-jadi-tersangka-mafia-tanah-
bermodal-cairan-pemutih-dan-cotton-bud-ubah-data-sertifikat?page=2

https://ekonomi.bisnis.com/read/20181220/45/871555/pengoperasian-jalan-tol-dari-
waktu-ke-waktu-ini-urutannya menulis bahwa Presiden Joko Widodo meresmikan
sejumlah ruas jalan tol Trans-Jawa sekaligus menandai ketersambungan jalan bebas
hambatan di Pulau Jawa, dilihat pada tanggal 31 Desember 2021

https://www.youtube.com/watch?v=6Z wWG7F1lw  Wawancara dengan  Aartje
Tehupeiory pada tanggal 29 Juni 2022, dengan tema “Membongkar Mafia
Tanah,Mungkinkah?”

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220523134112-20-800093/jokowi-libatkan-
kpk-bentuk-tim-khusus-berantas-mafia-tanah

https://inetizennews.wordpress.com/2020/03/16/mempertahankan-hak-ahli-waris-yang-
dirampas-oleh-mafia-tanah-a-n-william-chandra/ mengungkapkan berita bahwa
tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia bisa membuat perjanjian surat
Akta Jual Beli

https://kumparan.com/pandangan-jogja/mahfud-md-mafia-tanah-bisa-bikin-yang-punya-
sertifikat-asli-malah-masuk-penjara-1yk6 YYIDBsA/full

https://barometernews.co.id/news/254.html Bagi Sukarno tak boleh ada kemiskinan di
dalam Indonesia merdeka. “Saya di dalam 3 hari ini belum mendengarkan prinsip
itu, yaitu prinsip kesejahteraan, prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam
Indonesia Merdeka,” begitu kata si Bung.

https://www.youtube.com/watch?v=swmelL R6B6rY &t=22s Nilai yang didapatkan MA
pada tahun 2021 adalah sebesar 82,72 dan menurun menjadi 74,61 pada tahun
2022, dimana semakin rendah nilai yang didapatkan, maka resiko korupsi akan
semakin besar. Sebagaimana disiarkan oleh laman Youtube KPK Republik
Indonesia pada tanggal 14 Desember 2022, berjudul “Peluncuran Hasil Survey
Penilaian Integritas (SPI) 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/16/07292771/dua-hakim-agung-tersangka-
korupsi-pakar-hukum-ky-kebanyakan-makan-gaji-buta. ~ Dugaan korupsi yang
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dilakukan dua hakim agung, yakni Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh dinilai
sebagai bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat”.

https://nasional.tempo.co/read/1670128/suap-pengurusan-perkara-di-ma-kpk-sebut-hakim-
yustisial-edy-wibowo-terima-rp-37-miliar .Dalam rangkaian kasus pengurusan
perkara di Mahkamah Agung, Edy Wibowo merupakan hakim yustisial ketiga yang
ditetapkan status tersangka. Sebelumnya terdapat dua hakim yustisial, yaitu
Prasetyo Nugroho dan Elly Tri Pangestu, yang sudah ditahan KPK.

https://suaramedianasional.co.id/pencegahan-dan-pemberantasan-praktek-mafia-tanah/
“Permasalahan tanah semakin pelik dan ruwet sebab melibatkan para mafia yang
melakukan tindakan kejahatan terorganisasi sehingga kejahatan mereka sulit
dilacak secara hukum, karena mereka berlindung dibalik penegakan dan pelayanan
hukum” kata Aartje Tehupeiory pada artikel berjudul ‘Pencegahan dan
Pemberantasan Praktek Mafia Tanah’ di media online Suara Media Nasional pada
tanggal 30 Desember 2022

https://www.youtube.com/watch?v=hcfSgYfX-ww . Maria SW pada acara weninas
bertajuk “Masa Depan Penyelesaian Konflik Agraria”. Yang diselenggarakan oleh
Legal Talk Society pada tanggal 6 Februari 2021

https://news.detik.com/berita/d-3535678/kasus-suap-akil-mochtar-hamdan-jelaskan-kasus-
pilkada-buton . Kasus Suap Akil Mochtar, Hamdan jelaskan Kasus Pilkada Buton

https://www.youtube.com/watch?v=6Z wWG7F11lw .Wawancara dengan Ketua DPC
Peradi Jakarta Selatan Halomoan Sianturi dan ahli pertanahan Artje Tehupeiory
pada tanggal 29 Juni 2022,

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/02/12482861/mahfud-md-hukum-di-indonesia-
sering-dijadikan-industri “Hukum dibuat sedemikian rupa agar orang yang benar
menjadi salah dan yang salah jadi benar. Seringkali di Indonesia itu hukum
menjadi industri itu sendiri," kata Mahfud MD pada tanggal 2 September 2020 saat
menghadiri acara di Gedung Mahkamah Konstitusi.

https://seide.id/tujuh-dosa-sosial-di-era-pandemi/ Tujuh Dosa Sosial adalah petuah yang
dipopulerkan oleh Bapak India Mahatma Gandi yakni politik tanpa prinsip —
kekayaan tanpa bekerja — kesenangan tanpa hati nurani — pengetahuan tanpa
karakter — perdagangan tanpa moralitas — ilmu tanpa kemanusiaan — dan agama
tanpa pengorbanan.

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/nf_ben-
Xvi_enc_ 20051225 deus-caritas-est.html “In a world where the name of God is
sometimes associated with vengeance or even a duty of hatred and violence, this
message is both timely and significant” ditulis oleh Paus Benediktus XVI pada
ensiklik atau surat edaran Deus Caritas Est yang diterbitkan pada tanggal 25
Desember 2005 di Roma.
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https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/31/isi-lengkap-pidato-soekarno-pada-1-

juni-1945-kini-dijadikan-sebagai-hari-lahir-pancasila?page=all . dilihat pada
tanggal 12 Februari 2023. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945:"Saudara-saudara,
saya usulkan: Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat,
tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek—ecomische democratie
yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama
bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimakksud
dengan faham Ratu Adil, ialah sociale rechtvaardigheid. Rakyat ingin sejahtera.
Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan
dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil. Maka
oleh karena itu, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat mencinta
rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu
bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi
kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-
baiknya.

https://www.hrw.org/id/news/2021/07/01/379120. Menyatakan  “Peraturan  tersebut
diadopsi pemerintah setelah seorang ayah di Padang menyatakan bahwa anak
perempuannya dipaksa untuk mengenakan jilbab. Laporan Human Rights Watch
terbitan Maret 2021 lalu menggambarkan perundungan meluas terhadap
perempuan dan anak perempuan untuk mengenakan jilbab, yang dapat
menimbulkan tekanan psikologis mendalam. Anak perempuan yang tidak menuruti
peraturan ini dipaksa meninggalkan sekolah atau mengundurkan diri di bawah
tekanan, sementara perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, termasuk
guru dan dosen universitas, kehilangan pekerjaan mereka atau mengundurkan diri.”

https://www.youtube.com/watch?v=nueOFOkb6Cg. Wawancara dengan Aartje Tehupeiory
pada tanggal 25 Februari 2023, dengan tema “Pemerintah Menjamin Perlindungan
Hukum Tanah Masyarakat Adat”.

https://www.youtube.com/watch?v=6FSKNVRdWek, Maria SW Sumarjdono pada
webinar yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM, berjudul “Diskusi Hak
Atas Pembangunan: Refleksi dari Konflik Agraria Rempang dan Program Strategis
Nasional” pada tanggal 27 September 2023

“Masih banyak yang belum memegang sertifikat, inilah yang menyebabkan sengketa
tanah terjadi dimana-mana. Sebagaimana disiarkan oleh laman Youtube CNBC
Indonesia pada tanggal 6 Desember 2022, berjudul “Jokowi Bongkar Penyebab
Sengketa Tanah”, sebagaimana terdapat pada
https://www.youtube.com/watch?v=93mybNoSscU.

‘Negara kita tidak akan sanggup menanggung biaya.... Nanti kita tidak bisa membayar
karena cara kita me-manage-nya salah....... nggak akan kuat” Pernyataan Menteri
Kesehatan pada rapat kerja DPR, sebagaimana termuat di media sosial Tiktok pada
akun @drtonysetiobudi yang diposting pada tanggal 28 Januari 2023. Dilihat pada
tanggal 31 Januari 2023
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“Sebagian besar masyarakat NTT dan Maluku Utara diperkirakan tidak mampu
mengonsumsi gizi berimbang masing-masing hingga lebih dari 80 persen dari total
jumlah penduduknya”. Budiawan Sidik A. Rendahnya Asupan Nutrisi Masyarakat
Indonesia. Ditulis pada tanggal 31 Januari 2023.
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/31/rendahnya-asupan-nutrisi-
masyarakat-indonesia. Dilihat pada tanggal 8 April 2023

Cantika Adinda Putri. Total Pengangguran Indonesia naik jadi 8,42 Juta Orang. Ditulis
pada tanggal 7 November 2022.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-
pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang. Dilihat pada tanggal 8 April
2023

https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/16/090000379/undang-undang-agraria-1870-
isi-tujuan-pengaruh-dan-pelanggaran. Dilihat pada tanggal 9 April 2023

https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Refleksi_Akhir_Tahun 2021 Satgas Mafia_ T
anah_dan_IBI_Berhasil_Tuntaskan_244 Kasus_Pertanahan_. Sebanyak 244 kasus
sudah ditangani, dari jumlah itu, sebanyak 80 kasus merupakan kasus pidana, 25
kasus telah divonis, sisanya sedang dalam proses sidik dan lidik,” kata Inspektur
Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, dalam Refleksi Akhir Tahun
Kementerian ATR/BTN secara virtual yang dipantau dari Jakarta, Jumat
(31/12/2021). Dilihat pada tanggal 20 April 2021

https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/26/gigitan-ular-yang-menewaskan-
penjaga-sekolah-di-tengah-pembangunan-cirebon. “Di Cirebon, kisah kematian
Adila Oktavia yang berumur 4 tahun sempat viral akibat digit ular yang habitatnya
tergusur karena alih fungsi lahan ke perumahan”. Dilihat pada tanggal 1 Mei 2023.

https://channel9.id/korban-mafia-tanah-dari-artis-hingga-mantan-pejabat/ . Dilihat pada
tanggal 3 November 2023.

“Khususnya di Kota Semarang, lanjut Fahmi, terjadi perubahan peruntukan lahan secara
signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Wilayah atas yang menjadi zona
penyangga telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman, pusat
pendidikan dan kawasan komersial. Sementara wilayah bawah, terutama pesisir
mengalami kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan mangrove dan
masifnya proyek reklamasi untuk industri dan perumahan
mewabh. https://pantura.tribunnews.com/2023/01/23/ini-penyebab-bencana-
ekologis-di-jateng-menurut-wahana-lingkungan-hidup-indonesia.

https://perkim.id/permukiman/perm asalahan-lahan-di-indonesia-mengapa-sulit-diatasi/ .
Salah satu faktor dominan yang menimbulkan permasalahan lahan di Indonesia
adalah adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih
kewenangan, tercantum di Dillihat pada tanggal 5 November 2023

373 Universitas Kristen Indonesia


https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/31/rendahnya-asupan-nutrisi-masyarakat-indonesia
https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/31/rendahnya-asupan-nutrisi-masyarakat-indonesia
https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang
https://www.cnbcindonesia.com/news/20221107114840-4-385639/total-pengangguran-di-indonesia-naik-jadi-842-juta-orang
https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/16/090000379/undang-undang-agraria-1870-isi-tujuan-pengaruh-dan-pelanggaran
https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/16/090000379/undang-undang-agraria-1870-isi-tujuan-pengaruh-dan-pelanggaran
https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Refleksi_Akhir_Tahun_2021__Satgas_Mafia_Tanah_dan_IBI_Berhasil_Tuntaskan_244_Kasus_Pertanahan_
https://www.sinarpagibaru.id/berita/detail/Refleksi_Akhir_Tahun_2021__Satgas_Mafia_Tanah_dan_IBI_Berhasil_Tuntaskan_244_Kasus_Pertanahan_
https://channel9.id/korban-mafia-tanah-dari-artis-hingga-mantan-pejabat/
https://pantura.tribunnews.com/2023/01/23/ini-penyebab-bencana-ekologis-di-jateng-menurut-wahana-lingkungan-hidup-indonesia
https://pantura.tribunnews.com/2023/01/23/ini-penyebab-bencana-ekologis-di-jateng-menurut-wahana-lingkungan-hidup-indonesia
https://perkim.id/permukiman/perm%20asalahan-lahan-di-indonesia-mengapa-sulit-diatasi/

https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/13555171/kpk-dukung-tim-khusus-lintas-

kementerian-berantas-mafia-tanah Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri
mengatakan "KPK membantu penyelesaian sengketa lahan di Danau Singkarak,
Maninjau, dan Limboto sebagai kekayaan negara, di mana KPK bersama para
pemangku kepentingan terkait, menemukan penyalahgunaan area danau dan badan
danau secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga hasil dari pemanfaatan
danau tersebut belum masuk menjadi penerimaan negara” dilihat pada tanggal 19
November 2023

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732. Dilihat pada tanggal 3
Desember 2023

https://www.bps.go.id/indicator/170/442/1/nilai-input-menurut-provinsi.html.
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